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PUTUSAN
Nomor 0195/Pdt.G/2017/PA.Bb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak
ada, tempat tinggal di Kota Baubau, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pelaut,
tempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05
April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam
register dengan Nomor 0195/Pdt.G/2017/PA.Bb. tanggal 07 April 2017 pada
pokoknya mengemukakan sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2011, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi,
sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 106/05/VI11l/2011,
tertanggal 12 Agustus 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di
Kabupaten Buton, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Tanjung

Pinang, dengan bertempat tingal di rumah kontrakan, di Kabupaten Kijang,
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Propinsi Riau, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Merauke,
dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Mapi,
Propinsi Papua, dan tinggal sampai bulan April 2016;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
seorang anak yang bernama ANAK, umur 3 tahun, Anak tersebut sekarang
dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula
berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Februari 2016 rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan :

- Tergugat selalu minum-minuman yang memabukan;

- Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

- Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;

- Tergugat selalu mengusir Penggugat untuk pulang ke rumah orang

tua Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, terjadi pada bulan April 2016 yang disebabkan oleh
karena pada saat itu Tergugat sudah dalam keadaan mabuk, akhirnya
Penggugat menegur Tergugat untuk tidak minum lagi namun Tergugat marah
kepada Penggugat, dan saat itu Tergugat memukul Penggugat;
6. Bahwa atas pertengkaran tersebut pada poin 5 diatas, Penggugat
meninggalkan tempat tinggal bersama, yang mana saat itu Penggugat pulang
ke Lasalimu, Kabupaten Buton, sehingga sejak itu pula Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama
kurang lebih 1 tahun, dan pada bulan November 2016 Tergugat pulang ke
Wanci dengan bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten
Wakatobi, hingga sekarang;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal,
Penggugat tinggal di Baubau bersama keluarga Penggugat, di Kota Baubau,
hingga sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah
sangat menderita baik lahir maupun batin maka Penggugat lebih baik bercerai
dengan Tergugat. Berdasarkan alasaddalil-dalil di atas, Penggugat mohon
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agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa, C.q. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan
yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara menurut hokum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam
persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
hadir sebagai wakil’lkuasanya yang sabh;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya
dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang
maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. SURAT:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Nomor 106/05/VIIl/2011 Tanggal 12
Agustus 2011, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh
ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan
aslinya kemudian diberi kode (P);

b. SAKSI-SAKSI:
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1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani,
bertempat tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah
kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
saksi di Kabupaten Buton, setelah itu pindah ke Tanjung Pinang,
terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di
Kabupaten Mapi, Provinsi Papua;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan
anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun,
namun sejak Februari 2016, sudah tidak harmonis;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan
oleh karena Tergugat sering meminum-minuman keras, Tergugat juga
sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta
Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat bahkan
Tergugat sering mengusir Penggugat agar pulang ke rumah orang tua
Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mengkonsumsi minuman keras
sampai mabuk serta sering pula melihat Tergugat memukul Penggugat
dan bahkan mengusirnya ke rumah saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak
April 2016 hingga sekarang, Penggugat pulang ke rumah saksi di
Lasalimu, Kabupaten Buton, sedangkan Tergugat pulang ke rumah
orang tuanya di Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi,
Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
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2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan tidak
ada, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar
Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat di Kabupaten Buton, setelah itu pindah ke Tanjung
Pinang, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman
bersama di Kabupaten Mapi, Provinsi Papua;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan
anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun,
namun sejak Februari 2016, sudah tidak harmonis;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan
oleh karena Tergugat sering meminum-minuman keras, Tergugat juga
sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta
Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat bahkan
Tergugat sering mengusir Penggugat agar pulang ke rumah orang tua
Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mengkonsumsi minuman keras
sampai mabuk;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak
April 2016 hingga sekarang, Penggugat pulang ke rumah saksi di
Lasalimu, Kabupaten Buton, sedangkan Tergugat pulang ke rumah
orang tuanya di Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha

merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;
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Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang
perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat
1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal
49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan
absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini
dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada
pokoknya menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan
rukun dan baik, namun sejak Februari 2016, rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering minum-
minuman yang memabukkan, Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT), serta jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat
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bahkan Tergugat sering mengusir Penggugat agar Penggugat pulang ke rumah
orang tua Penggugat, dan puncaknya terjadi pada bulan April 2016, hal mana saat
itu Tergugat sudah dalam keadaan mabuk dan Penggugat menegur Tergugat agar
tidak minum lagi, namun Tergugat marah dan memukul Penggugat, atas kejadian
tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Lasalimu, sehingga
sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sampai sekarang
sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun lamanya,;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat (P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi
bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara
Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat, sudah
dewasa dan sudah disumpah secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara
terpisah mengenai angka 2 (dua) sampai dengan angka 7 (tujuh) posita, adalah
fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan
dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi kesatu dan Saksi kedua
Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang telah menjalani
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rumah tangga kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;
2. Bahwa sejak Februari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak
dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena
Tergugat sering mengkonsumsi minuman yang memabukkan sampai dirinya
mabuk, Tergugat juga sering memukul Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih
satu tahun lamanya,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah
pada tanggal 11 Agustus 2011 yang pernikahannya telah dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok terus
menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk dan

sulit untuk disembuhkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam dalil syar’i/doktrin ulama yang kemudian

diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:
1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz Il halaman 405:

d o Vdo s raa b pelud A o W e e
Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di

persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang

yang dholim dan gugurlah haknya”;

2. Kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 :
saxly adlln uolsll ale Bla leme,) axgill s, pos il I3]

Artinya : “ Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah
sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap

istrinya dengan talak satu bain shughraa “;
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Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud
Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal

116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan
Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,
maka secara Ex Officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera
Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya
meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat
Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul
akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya
akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang
telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA
Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, tempat perkawinan Penggugat
dan Tergugat dilangsungkan serta yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat dan
Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Betoambari, Kota Baubau yang
mewilayahi tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
956.000.00 (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 M. bertepatan
dengan tanggal 11 Syakban 1438 H oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S.H.I.,
sebagai Ketua Majelis, H. Mansur K.S. S.Ag dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Musmiran, S.H.,
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.

Ketua Majelis

Muhammad Taufiq Torano, S.HI.,

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

H, Mansur K.S., S.Ag Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag
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Panitera Pengganti

Musmiran, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000.00
Biaya Proses : Rp 50.000.00

2. Biaya Panggilan : Rp 865.000.00

3. Biaya Redaksi : Rp 5.000.00
Biaya Materai : Rp 6.000.00

Jumlah © Rp 956.000.00

(sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah)
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